BAB 5
SARAN

1. Perlu adanya penambahan tenaga kefarmasian di ruang farmasi puskesmas induk dan
puskesmas pembantu agar jumlahnya sebanding dengan jumlah pasien yang dilayani
dan tidak memakan waktu yang lama.

2. Sebaiknya sistem antrian pada SIMPUS di buat lebih tertata sehingga petugas farmasi
tahu yang mana resep yang duluan masuk dan yang baru masuk, agar pasien tidak
salah paham dengan pasien yang lain.

3. Sebaiknya diberikan ruang khusus untuk konseling di ruang farmasi agar privasi

pasien terjaga.
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